
DARI TEMBAKAU HINGGA ALPUKAT, DESA TENOGO KABUPATEN 
PEKALONGAN TERIMA SUNTIKAN DUKUNGAN

  
Sumber Gambar:

https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/08052025-Kepala-Dinas-Pertanian-dan-Perkebunan-
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Isi Berita: 

TRIBUNJATENG.COM,  KAJEN -  Desa  Tenogo,  Kecamatan  Paninggaran,  kembali 

mendapat  perhatian  serius  dalam  pengembangan  sektor  pertanian  dan  pariwisata 

edukatif.

Berbagai bantuan strategis disalurkan, mulai dari dukungan budidaya tembakau hingga 

pengembangan  hortikultura  dan  fasilitas  eduwisata,  dalam  rangka  mendorong 

kemandirian pangan dan penguatan ekonomi desa.

Menurut  Kepala  Dinas  Pertanian  dan  Perkebunan  Defransisco  Dasilva  Tavarez 

mengatakan,  bahwa  dua  kelompok  tani  (Poktan)  di  wilayah  Paninggaran  menerima 

bantuan intensifikasi tanaman tembakau berupa pupuk NPK rendah Chlor sebanyak 3 

ton dan pupuk ZA sebanyak 3,5 ton.

"Program ini bertujuan, meningkatkan hasil panen tembakau secara berkelanjutan, baik 

dari  sisi  kuantitas  maupun  kualitas,"  ujarnya  kepada  Tribunjateng.com,  Kamis 

(8/5/2025).

Kemudian, masih dalam sektor tembakau, fasilitasi budidaya tanaman tembakau yang 

baik juga diberikan melalui dukungan pupuk ZK sebanyak 400 kg, pupuk ZA 1.400 kg, 

SP36 sebanyak 400 kg, dan pupuk organik granul sebanyak 1.600 kg.

"Bantuan  ini  menyasar  dua  Poktan  yang  mengelola  lahan  seluas  total  4  hektare," 

ucapnya.
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Selanjutnya,  guna  mendukung  diversifikasi  tanaman  dan  peningkatan  pendapatan 

petani, bantuan benih alpukat sebanyak 500 batang juga disalurkan kepada salah satu 

Poktan.

Hal  ini  diharapkan,  membuka peluang baru dalam pengembangan hortikultura  lokal 

yang bernilai ekonomi tinggi.

"Tak hanya di sektor pertanian, penguatan potensi wisata edukatif di Kalipaingan juga 

turut didukung. Satu kelompok tani menerima seperangkat alat barista guna mendukung 

atraksi agrowisata berbasis kopi dan hasil bumi lokal lainnya," katanya.

Sebagai bentuk dukungan logistik dan operasional, Bank Indonesia Perwakilan Tegal 

memberikan satu unit mobil operasional bagi pengelola Agroeduwisata Kalipaingan.

Fasilitas  ini  diharapkan  mampu  memperlancar  pengelolaan  kawasan  wisata  dan 

memperkuat sinergi antarpelaku di desa.

"Bantuan-bantuan  tersebut  adalah  bentuk  sinergi  nyata  antara  pemerintah,  lembaga 

keuangan, dan masyarakat untuk membangun desa yang mandiri secara ekonomi dan 

edukatif dalam pengelolaan sumber daya lokal."

"Harapannya,  Kalipaingan  bisa  menjadi  contoh  bagaimana  desa  membangun  masa 

depannya  lewat  pertanian  cerdas  dan  wisata  edukatif  yang  berbasis  potensi  lokal," 

tambahnya. (Dro) 

Sumber Berita:

1. https://jateng.tribunnews.com/2025/05/08/dari-tembakau-hingga-alpukat-desa-

tenogo-kabupaten-pekalongan-terima-suntikan-dukungan, “Dari Tembakau Hingga 

Alpukat,  Desa  Tenogo  Kabupaten  Pekalongan  Terima  Suntikan  Dukungan”, 

tanggal 8 Mei 2025.

2. https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2266002658/desa-tenogo-

kabupaten-pekalongan-disiapkan-jadi-kawasan-unggulan-pengembangan-

agroeduwisata,  “Desa  Tenogo  Kabupaten  Pekalongan  Disiapkan  Jadi  Kawasan 

Unggulan Pengembangan Agroeduwisata”, 13 Mei  2025.

Catatan:

 Berdasarkan  artikel  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  Desa  Tenogo,  Kecamatan 

Paninggaran,  kembali  mendapat  perhatian  serius  dalam  pengembangan  sektor 

pertanian dan pariwisata edukatif. Berbagai bantuan strategis disalurkan, mulai dari 

dukungan  budidaya  tembakau  hingga  pengembangan  hortikultura  dan  fasilitas 

eduwisata, dalam rangka mendorong kemandirian pangan dan penguatan ekonomi 

desa.  Dua  kelompok  tani  (Poktan)  di  wilayah  Paninggaran  menerima  bantuan 
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intensifikasi tanaman tembakau berupa pupuk NPK rendah Chlor sebanyak 3 ton dan 

pupuk ZA sebanyak 3,5 ton. Bantuan-bantuan tersebut adalah bentuk sinergi nyata 

antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk membangun desa yang 

mandiri secara ekonomi dan edukatif dalam pengelolaan sumber daya local.

 Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah.1 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. 

belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.2

  Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk 

keperluan  darurat  termasuk  keperluan  mendesak  yang  tidak  dapat  diprediksi 

sebelumnya.3

  Penganggaran  bantuan  sosial  yang  tidak  dapat  direncanakan  sebelumnya 

dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.4 Belanja tidak terduga digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak 

yang  tidak  dapat  diprediksi  sebelumnya  dan  pengembalian  atas  kelebihan 

pembayaran atas  penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta  untuk bantuan 

sosial  yang  tidak  dapat  direncanakan  sebelumnya.5 Keperluan  mendesak  sesuai 

dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.6 

 Keadaan darurat meliputi:7

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

3)  kerusakan  sarana/prasarana  yang  dapat  mengganggu  kegiatan  pelayanan 

publik. 

 APBD  pada  dasarnya  memuat  rencana  keuangan  daerah  dalam  rangka 

melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu 

periode  anggaran.  Tahun  anggaran  APBD meliputi  masa  satu  tahun,  mulai  dari 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan 

kinerja  yang  diterapkan  pemerintah  saat  ini,  maka  setiap  alokasi  APBD  harus 

disesuaikan  dengan  tingkat  pelayanan  yang  akan  dicapai.  Sehingga  kinerja 

pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.8

1  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)
2  Ibid, Pasal 55 ayat 1
3  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah
4  Ibid
5  Ibid
6  Ibid
7  Ibid
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 Secara umum regulasi  yang mengatur pemberian bantuan sosial  yang bersumber 

dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah.  Poin-poin yang diatur  dalam Lampiran BAB II  APBD huruf D Belanja 

Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

a. Belanja  bantuan  sosial  digunakan  untuk  menganggarkan  pemberian  bantuan 

berupa  uang  dan/atau  barang  kepada  individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk  melindungi  dari  kemungkinan  terjadinya  risiko  sosial,  kecuali  dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 

a)  individu,  keluarga,  kelompok dan/atau  masyarakat  yang  mengalami  risiko 

sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang  lain  yang  berperan  untuk  melindungi  individu,  kelompok,  dan/atau 

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko 

sosial. 

b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis 

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang 

jika  tidak  diberikan  belanja  bantuan  sosial  akan  semakin  terpuruk  dan  tidak 

dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan 

bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima 

bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

c. Belanja  bantuan sosial  dianggarkan dalam APBD sesuai  dengan kemampuan 

Keuangan  Daerah  setelah  memprioritaskan  pemenuhan  belanja  Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bantuan  sosial  berupa  uang  kepada  individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau 

masyarakat  terdiri  atas  bantuan  sosial  kepada  individu,  keluarga,  kelompok 

dan/atau  masyarakat  yang  direncanakan  dan  yang  tidak  dapat  direncanakan 

sebelumnya.  Bantuan  sosial  berupa  uang  adalah  uang  yang  diberikan  secara 

langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola 

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 

tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

8  Forum Media Online,  “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari  :  PROSES 
PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada 
tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20
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a) selektif  diartikan  bahwa  bantuan  sosial  hanya  diberikan  kepada  calon 

penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi  persyaratan  penerima  bantuan  diartikan  memiliki  identitas 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib 

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun 

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial 

meliputi:

1) rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan  seseorang  yang  mengalami  disfungsi  sosial  agar  dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2) perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko 

dari  guncangan dan kerentanan sosial  seseorang, keluarga,  kelompok 

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal.

3) pemberdayaan  sosial,  ditujukan  untuk  menjadikan  seseorang  atau 

kelompok  masyarakat  yang  mengalami  masalah  sosial  mempunyai 

daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4) jaminan sosial,  merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak.

5) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 

masyarakat  yang  tidak  mempunyai  atau  mempunyai  sumber  mata 

pencaharian  dan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  layak  bagi 

kemanusiaan.

6) penanggulangan  bencana,  merupakan  serangkaian  upaya  yang 

ditujukan untuk rehabilitasi.

 Kepanjangan  CSR  adalah  Corporate  Social  Responsibility  atau  tanggung  jawab 

sosial  perusahaan.  Secara  sederhana,  CSR  adalah  kegiatan  perusahaan  yang 

memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat 

secara  luas  hingga  pemangku  kepentingan.  CSR  merupakan  suatu  bentuk 

pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  kepada  semua  pihak 
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yang  ada  di  dalamnya  dengan  melaksanakan  sebuah  program  yang  memiliki 

manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak 

yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan 

lingkungan.9

 CSR  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  suatu 

perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah 

program yang memiliki manfaat.  Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang 

menyadari  jenis  dampak  yang  mereka  timbulkan  pada  semua  aspek  masyarakat 

termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.10

 Salah  satu  manfaat  CSR  bagi  pemerintah  adalah  mendukung  program-program 

pemerintah  terkait  kemajuan  bangsa  dan  negara.  CSR  adalah  aksi  sosial  yang 

dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan 

hadir  membantu  pemerintah  dalam  menangani  berbagai  masalah  sosial  seperti 

pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya. 11 

 Berdasarkan  Pasal  47  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang 

Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 

2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak 

spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib 

tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan 

kepatutan dan kewajaran.

 Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:

1. Pasal  62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah

a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah 

Daerah lainnya,  badan usaha milik negara,  BUMD, dan/atau badan dan 

lembaga,  serta  organisasi  kemasyarakatan  yang  berbadan  hukum 

Indonesia,  yang secara  spesifik  telah ditetapkan peruntukannya,  bersifat 

tidak wajib dan tidak mengikat,  serta  tidak secara terus menerus setiap 

tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

9  https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-
dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas
%20hingga%20pemangku%20kepentingan.

10 Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses 
dari  :https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-
manfaat-dan-contohnya, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

11 Ibid
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b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1)  ditujukan  untuk  menunjang  pencapaian  Sasaran  Program  dan 

Kegiatan  Pemerintah  Daerah  sesuai  kepentingan  Daerah  dalam 

mendukung  terselenggaranya  fungsi  pemerintahan,  pembangunan,  dan 

kemasyarakatan  dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepatutan, 

rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1)  dianggarkan dalam APBD sesuai  dengan kemapuan Keuangan 

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan 

Wajib  dan  Urusan  pemerintahan  Piihan,  kecuali  ditentukan  lain  sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB  II.  APBD  D.  Belanja  Daerah  2.  Ketentuan  Terkait  Belanja  Operasi 

tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

a. Belanja  hibah  diberikan  kepada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah 

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, 

serta  organisasi  kemasyarakatan  yang berbadan hukum Indonesia,  yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,  bersifat  tidak wajib dan 

tidak mengikat,  serta  tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali  ditentukan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.

b. Belanja  hibah  berupa  uang,  barang  atau  jasa  dapat  dianggarkan  dalam 

APBD  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan  daerah  setelah 

memprioritaskan  pemenuhan  belanja  urusan  pemerintahan  wajib  dan 

belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.

c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah 

dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, 

dan  kemasyarakatan  dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

d. Belanja  hibah  diberikan  antara  lain  kepada  Badan  dan  Lembaga,  serta 

Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: 

(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan 
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peraturan  perundangundangan;  (b)  yang  bersifat  nirlaba,  sukarela  dan 

sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh 

Menteri,  gubernur  atau  bupati/wali  kota;  atau  (c)  yang bersifat  nirlaba, 

sukarela  bersifat  sosial  kemasyarakatan  berupa  kelompok 

masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh 

pemerintah  pusat  dan/atau  Pemerintah  Daerah  melalui  pengesahan  atau 

penetapan  dari  pimpinan  instansi  vertikal  atau  kepala  satuan  kerja 

perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang 

didirikan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan 

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya.

f. Penerima  hibah  bertanggungjawab  secara  formal  dan  material  atas 

penggunaan hibah yang diterimanya. 

g. Tata cara penganggaran,  pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban  serta  monitoring  dan  evaluasi  hibah  diatur  lebih 

lanjut dengan peraturan kepala daerah.

 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa  Hibah Daerah adalah pemberian dengan 

pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah 

Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan 

dilakukan melalui perjanjian.

2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:

a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;

b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, 

dan/atau jasa.

4. Pasal  4  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  Hibah  kepada  Pemerintah  Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

a. Pemerintah;

b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

Disclaimer :
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Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana  

informasi  umum  semata,  tidak  dapat  dianggap  sebagai  nasehat  hukum  maupun  

pendapat suatu instansi
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